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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the effect of the quality of non-
licensing services in the field of transportation on the social capital of the 
community in DPMPTSP Jambi Province. The research method used is a 
quantitative method using IBM SPSS 27 Software with statistical tests such as 
validity, reliability, t test, determinant coefficient, correlation coefficient, and 
simple linear regression. The population in this study is the community of non-
licensing service users in the field of transportation in DPMPTSP Jambi Province 
with a sample of 79 users. The sample calculation uses the slovin formula with a 
margin of error of 10%. Data collection techniques are carried out by distributing 
questionnaires offline with a linkert scale. The results of this research show that the 
validity test value for variables X and Y is 0,221, The reliability test value for 
variables X and Y is 0,761, t test value is 3,254, The test value of the determinant 
coefficient (𝑅!) is 0,109, , the correlation test value is 0,348 and the social capital 
constant value in the simple linear regression test is 24,714. So, the quality of 
services provided by the Jambi Province DPMPTSP has a significant positive 
influence on the community's social capital. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kualitas pelayanan non perizinan bidang perhubungan terhadap modal sosial 
masyarakat di DPMPTSP Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kuantitatif menggunakan Software IBM SPSS 27 dengan uji statistik 
seperti uji validitas, reliabilitas, uji t, koefisien determinan, koefisien korelasi, dan 
regresi linear sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna 
pelayanan non perizinan bidang perhubungan di DPMPTSP Provinsi Jambi dengan 
jumlah sampel sebanyak 79 pengguna. Perhitungan sample menggunakan rumus 
slovin dengan margin error sebesar 10%. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara menyebar kuesioner secara offline dengan skala linkert. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa nilai uji validitas variable X dan Y adalah 0,221, 
nilai uji reliabilitas variable X dan Y adalah 0,761, nilai uji t adalah 3,254, nilai uji 
koefisien determinan (R!) adalah 0,109, nilai uji korelasi adalah 0,348 dan nilai 
konstanta modal sosial pada uji regresi linear sederhana adalah 24,714. Maka, 
kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi memiliki 
pengaruh positif yang signifikan dengan modal sosial masyarakat. 
 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Non Perizinan Bidang Perhubungan, 

Modal Sosial 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pelayanan publik adalah pemenuhan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik yang 

baik mampu menciptakan good governance di lembaga pelayanan publik 

dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya birokrasi, sikap dan 

perilaku pelaku pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat (Maryam, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai 

kegiatan atau rangkaian kegiatan yang diwajibkan untuk memberikan 

pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk yang berkaitan dengan 

barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang. 

Di Indonesia, pelayanan publik mengacu pada berbagai pelayanan 

yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Tujuan utama pelayanan 

publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat beberapa contoh 

dalam pelayanan publik di Indonesia, antara lain pelayanan kesehatan, 

pendidikan, keamanan, transportasi, pelayanan administrasi kependudukan 

dan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kualitas pelayanan publik 

merupakan faktor penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi. Persepsi 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi terkait. 
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 Reformasi pelayanan publik di bidang perizinan dimulai dengan 

diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD 

tanggal 16 Januari 1997 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian 

diundangkan sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Portofolio Kebijakan Penanaman Modal. Kewenangan 

Pemerintah Daerah di bidang perizinan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari urusan pemerintahan. 

 Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang 

menghambat bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia secara 

keseluruhan. proses perizinan yang masih belum terdefinisi dengan jelas, 

berbelit-belit, tidak transparan dan tidak akuntabel serta waktu yang telah 

dijanjikan tidak sesuai, hal tersebut membuat masyarakat merasa 

dipermainkan oleh pihak berwenang dan tidak mampu merespons dalam 

bentuk tuntutan atau pengaduan, sehingga berdampak pada buruknya citra 

kinerja pemerintah dan menurunnya kepercayaan (Rusmanto, 2017). 

 Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah salah satu bentuk 

pelayanan publik yang sangat penting di Indonesia. Pelayanan perizinan 

meliputi proses pemberian izin, lisensi atau persetujuan resmi kepada 

seseorang, perusahaan, atau organisasi untuk melakukan kegiatan tertentu 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan 

perizinan meliputi banyak bidang, seperti izin usaha, izin konstruksi, izin 

lingkungan. Sedangkan non perizinan merupakan bentuk dan permohonan 

persetujuan dalam usaha, contohnya seperti ANDALALIN dan 

rekomendasi rubah sifat kendaraan bermotor. Pelayanan non perizinan yang 

efektif dan efisien sangat penting untuk mendorong investasi, pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah 

melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan non perizinan, 

antara lain reformasi birokrasi, digitalisasi, dan integrasi sistem. Dalam 

pemerintahan, pelayanan non perizinan yang baik merupakan indikator 

penting untuk menilai kinerja pemerintah dalam melayani kepentingan 

masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan 

proses non perizinan yang jelas, transparan, responsif dan efisien. Pelayanan 

non perizinan yang berkualitas akan membantu menciptakan iklim investasi 

yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Muhammad, 2021). 

 Dasar pelayanan diatur berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004. Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan. Menurut 

Lewis & Booms (dalam Tjiptono & Chandra, 2016), kualitas pelayanan 

merupakan ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan akan 

tercapai sesuai dengan harapan pelanggan. Seperti yang dikemukakan oleh 

Tjiptono (2016:157), dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan 
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sesuai dengan harapan pelanggan. Saat ini, untuk dapat memberikan 

pelayanan yang baik, instansi terkait harus dapat memberikan gambaran 

tentang mutu pelayanan kepada pegawainya dengan cara memberikan 

bimbingan dan arahan, mewajibkan pedoman membaca dan memberikan 

pelatihan dalam upaya peningkatan mutu pegawai itu sendiri (Mohi & 

Mahmud, 2018). 

Berdasarkan penelitian Febrianto & Wibawani (2022) pada Pegawai 

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan tugasnya 

dengan baik, mempertahankan penampilan yang bersih, menyediakan area 

layanan yang nyaman, dan menerapkan teknologi canggih dalam proses 

pelayanan kepada masyarakat. Namun, pada dimensi Reliability, lambatnya 

proses pelayanan yang kerap kali menimbulkan keluhan dari masyarakat 

menunjukkan kekurangan dalam hal ketepatan waktu. Di dimensi Empathy, 

pegawai Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo berhasil berinteraksi 

dengan baik, aktif berkonsultasi dengan individu yang memerlukan layanan 

untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Pada dimensi Assurance, 

pegawai tersebut mampu menciptakan kepercayaan dan rasa aman bagi 

masyarakat melalui pelayanan yang sopan, sesuai jadwal, dan lingkungan 

yang kondusif. Namun, pada dimensi Responsiveness, meskipun telah ada 

usaha dalam menanggapi keluhan, nilai kualitas pelayanan masih 

memerlukan peningkatan. Dengan nilai 17,10%, perlu dilakukan 

peningkatan respons terhadap keluhan, penjelasan masalah yang dihadapi 

masyarakat, dan evaluasi keluhan guna peningkatan kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan yang baik, terutama dalam hal Responsiveness terhadap 
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kebutuhan masyarakat, dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat. Sehingga, dapat meningkatkan modal sosial di masyarakat, 

karena hubungan yang lebih kuat, norma-norma positif, dan kepercayaan 

yang ditingkatkan dapat menghasilkan kolaborasi yang lebih baik dalam 

mencapai tujuan bersama. 

  Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

maka dapat dilakukan dengan memperkuat modal sosial di masyarakat 

dengan menjalin hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan 

masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap publik (Dr. H. Nashar, 

2020). Dalam hal ini, modal sosial mengacu pada aset tidak berwujud yang 

terdiri dari hubungan, norma, keyakinan serta nilai-nilai bersama dalam 

suatu komunitas (Tefera & Hunsaker, 2020). Modal sosial menciptakan 

potensi sumber daya yang selalu tersedia dan dapat diwujudkan oleh siapa 

pun di dalam masyarakat. Sumber daya tersebut mencakup kemampuan 

berkolaborasi, berbagi informasi dan membangun jaringan yang saling 

menguntungkan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, modal 

sosial memiliki tiga dimensi utama yaitu sosial (masyarakat), ekonomi, dan 

lingkungan. Melalui hubungan yang kuat, norma-norma positif dan 

kepercayaan/keyakinan, modal sosial masyarakat akan dapat berkolaborasi 

untuk mencapai tujuan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam 

hal ini, modal sosial akan menjadi bencana jika modal sosial dimiliki oleh 

kelompok manusia yang tidak bermoral, karena solidaritas dan kerjasama 

yang kuat dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Oleh karena 
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itu, pengembangan modal sosial harus dilandasi oleh semangat luhur, moral 

dan etika yang tinggi (Fathy, 2019). 

  Pada penelitian Sabrang, et al (2021) melalui modal sosial, tingkat 

integritas dan kepercayaan antara masyarakat dengan pimpinan, 

menciptakan hubungan yang harmonis. Penanaman sikap saling percaya 

telah memotivasi pegawai untuk berfungsi lebih maksimal dan maksimal. 

Penanaman prinsip- prinsip atau standar-standar yang menjadi pedoman 

yang mengikat telah memungkinkan pegawai untuk mengikuti, menaati dan 

membangun organisasi yang sukses. Selain itu modal sosial juga berperan 

dalam membangun hubungan yang baik dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, dengan komunikasi yang terbuka dan keramahan di 

antara staf atau petugas yang bekerja bersama. Sikap kerjasama, saling 

mendukung, dan keterbukaan antar petugas akan menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif, memperkuat kolaborasi, dan membantu dalam 

menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan 

demikian, modal sosial bukan hanya berperan dalam hubungan antara 

pelayanan publik dan masyarakat, tetapi juga dalam membentuk dinamika 

yang positif di antara petugas dalam mencapai tujuan pelayanan yang lebih 

baik.  

Dalam pengaruh kualitas pelayanan non perizinan terhadap modal 

sosial dapat terjadi melalui peningkatan partisipasi masyarakat, 

memperkuat kepercayaan dan kepuasan masyarakat, serta memperkuat 

jaringan sosial dan norma yang mendukung pelayanan publik. Dalam 

beberapa tahun terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik telah 
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menjadi prioritas banyak pemerintah daerah di Indonesia. Banyak instansi 

pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPM-PTSP). Pada era globalisasi dan persaingan ekonomi yang 

semakin ketat, Pemerintah Provinsi Jambi berperan penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerahnya. Salah satu 

lembaga yang bertanggungjawab untuk melayani para pelaku usaha, calon 

investor serta masyarakat umum adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).   

 DPM-PTSP Provinsi Jambi merupakan lembaga yang 

bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan non perizinan bagi 

pengusaha yang ingin berinvestasi di wilayah Provinsi Jambi. DPM-PTSP 

Provinsi Jambi menyediakan sistem Non perizinan bidang perhubungan 

seperti ANDALALIN dan Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan Bermotor. 

Berdasarkan observasi awal, terdapat data dari bulan Januari sampai Juli 

2023 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Jumlah Non Perizinan Bidang Perhubungan 

Nama Jenis Non Perizinan Bidang Perhubungan Jumlah  

Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan Bermotor 370 

Analisis Dampak Lalu Lintas  4 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dalam hal ini, terlihat bahwa fokus penelitian pada non perizinan 

bidang perhubungan adalah Rubah Sifat Kendaraan Bermotor, karena 

banyaknya jumlah rekomendasi yang diajukan oleh masyarakat. Rubah 

Sifat Kendaraan Bermotor mencerminkan adanya permintaan dan tren yang 

tinggi dalam masyarakat terhadap Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan 
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Bermotor ini, serta dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar 

sehingga memerlukan pemahaman yang lebih baik untuk mengidentifikasi 

dampak dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif. 

Selain itu, banyak dari rekomendasi ini juga mencerminkan dampak 

kebijakan dan insentif yang ada. Potensi peluang dalam bidang industri 

kendaraan bermotor yang selalu berubah juga menjadi alasan penting untuk 

memilih fokus pada rekomendasi rubah sifat kendaraan bermotor. Oleh 

karena itu, fokus pada rubah sifat kendaraan bermotor ini dianggap sebagai 

pendekatan yang lebih relevan dan berguna dalam studi ini dibandingkan 

ANDALALIN yang memiliki keterbatasan data.  

Rubah sifat kendaraan bermotor merujuk pada proses perubahan 

karakteristik atau status suatu kendaraan bermotor yang umumnya 

dilakukan melalui proses administratif dan teknis. Perubahan sifat 

kendaraan ini bisa termasuk pengubahan status kepemilikan, penggantian 

warna, perubahan mesin, penambahan atau pengurangan jenis kendaraan, 

serta perubahan lainnya yang mempengaruhi identitas kendaraan secara 

hukum maupun teknis. Proses rubah sifat kendaraan bermotor memerlukan 

prosedur administratif yang ketat dan mematuhi regulasi yang berlaku, 

dimana pemilik kendaraan harus mengajukan permohonan secara resmi 

dengan melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh instansi terkait, seperti Dinas Perizinan dan Penanaman 

Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Pada proses pelayanan non perizinan bidang perhubungan di 

DPMPTSP Provinsi Jambi masih terdapat masalah terhadap tingkat modal 
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sosial masyarakat yang masih belum optimal. Salah satu permasalahan yang 

teridentifikasi adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan 

dan prosedur non perizinan. Hal ini mengindikasikan adanya rendahnya 

norma bersama dan nilai-nilai yang berhubungan dengan ketaatan pada 

prosedur yang telah ditetapkan. Jika modal sosial yang kuat terjalin dengan 

baik, diharapkan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dapat 

meningkat, mengurangi penundaan dalam proses pelayanan, dan 

mempercepat penyelesaian permohonan. Ini menggambarkan pentingnya 

adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mematuhi aturan yang 

telah disepakati, sehingga proses layanan dapat berjalan lebih efisien dan 

efektif. 

Masalah lain yang muncul adalah terkait keterlambatan penerbitan 

surat verifikasi rubah sifat kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan. 

Situasi ini menunjukkan kemungkinan rendahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga yang menyediakan layanan. Jika modal sosial yang lebih 

kuat terbangun, partisipasi masyarakat dalam memahami dan mematuhi 

prosedur layanan dapat lebih tinggi, yang berdampak pada kepatuhan dan 

pengurangan waktu tunggu yang berlebihan. Dalam hal ini, perlu ada usaha 

untuk memperkuat saluran komunikasi dan membangun kepercayaan antara 

lembaga penyedia layanan dengan masyarakat guna meningkatkan efisiensi 

dan respons layanan yang diberikan.  

Selain itu, keterbatasan akses informasi mengenai perubahan sifat 

kendaraan juga menjadi masalah yang dihadapi masyarakat. Jika modal 

sosial masyarakat diperkuat, informasi mengenai prosedur dan perubahan 
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dapat lebih mudah didapatkan dan dipahami, meningkatkan partisipasi serta 

kepatuhan terhadap proses tersebut. Perkuatan modal sosial ini dapat 

dilakukan melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka dan terjangkau, 

serta penggunaan berbagai saluran komunikasi yang dapat diakses oleh 

masyarakat dengan lebih mudah.   

Dengan demikian, peningkatan modal sosial di masyarakat dapat 

memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman, kepatuhan, 

serta partisipasi aktif dalam proses pelayanan non perizinan di bidang 

perhubungan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, 

dan responsivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 

Provinsi Jambi mempunyai potensi perekonomian yang besar khususnya 

dalam bidang perhubungan seperti transportasi dan infrastruktur. Oleh 

karena itu, penting untuk memahami bagaimana kualitas pelayanan non 

perizinan pada bidang perhubungan DPMPTSP Provinsi Jambi untuk 

mempengaruhi modal sosial masyarakat. Dalam pelayanan publik, kualitas 

pelayanan mempunyai peran yang sangat krusial dalam menciptakan dan 

mempengaruhi modal sosial masyarakat terhadap kinerja administrasi 

publik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, peneliti menentukan 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang disediakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Provinsi Jambi terhadap modal sosial masyarakat di wilayah Jambi? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban dan 

pemahaman dari rumusan masalah yaitu untuk mengetahui Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang disediakan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP) Provinsi Jambi terhadap modal sosial masyarakat di wilayah Jambi. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademik 

 Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam  

berpikir kritis, menganalisis data serta menginterpretasikan hasil 

penelitian terkait dengan Pengaruh Kualitas Pelayanan Non Perizinan 

Bidang Perhubungan terhadap Modal Sosial Masyarakat.  

2. Manfaat Teoritis  

 Memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan 

teori dalam bidang administrasi publik terkait dengan Kualitas 

Pelayanan Non Perizinan Bidang Perhubungan terhadap Modal Sosial 

Masyarakat. 

3. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan non perizinan, serta dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas petugas dalam memberikan 

pelayanan. 
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